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LAMBANG GARUDA



1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4286);

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tantang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran l\JegaraNomor 4355 );

3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4400);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan
Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga
(Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4406);

5. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran
Negara RI Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4212), sebagaimana telah diu bah dengan Keputusan
Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara RI Tahun 2004
Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4418);

6. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor

a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja l\Jegara yang ditetapkan
oleh Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat harus dilaksanakan
dengan tertib, efisien, transparan dan bertanggung jawab sesuai
ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

b. bahwa untuk mewujudkan hal tersebut, perlu ditetapkan Peraturan
Menteri Negara PendayagunaanAparatur Negara tentang Pedoman
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di
lingkungan Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara,
sebagai pedoman bagi seluruh pegawai/pejabat Kementerian
Negara PendayagunaanAparatur Negara
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4. Bendahara Urnurn Negara yang selanjutnya disebut BUN adalah pejabat yang

3. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara. yang selanjutnya disebut KPPNadalah
instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada di bawah dan
bertanggungjawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Perbendaharaan Negara.

2. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disebut DIPA atau dokumen
lain yang dipersamakan dengan DIPA adalah suatu dokumen pelaksanaan
anggaran yang disusun oleh Menteri Negara PAN serta disahkan oleh Direktur
Jenderal Perbendaharaan dan berfungsi sebagai dokumen pelaksanaan
pembiayaan kegiatan Kementerian Negara PAN.

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disebut APBN adalah
rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan
Perwakilan Rakyat, yang masa berlakunya dari tanggal 1 Januari sampai dengan
tanggal 31 Desember tahun berkenaan.

Dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara ini, yang dimaksud
dengan:

Pasal1

BABI
PENGERTIAN UMUM

PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA DllINGKUNGAN KEMENTERIAN
NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

APARATUR
ANGGARAN

PERATURAN MENTER; NEGARA PENDAYAGUNAAN
NEGARA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN

Menetapkan :

MEMUTUSKAN

120, Tambahan lembaran Negara Nomor 4330) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 85
Tahun 2006);

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.02/2006 tentang
Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran
Kementerian Negara/lembaga Tahun 2007;

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tentang
Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara;

9. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomcr PER-
66jPB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas
Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
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14. Surat Perlntah Membayar yang selanjutnya disebut SPM adalah dokumen yang

13. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disebut SPP adalah suatu
dokumen yang dibuat/diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung Jawab atas
pelaksanaan kegiatan dan disampaikan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa
Pengguna Anggaran atau pejabat lain yang ditunjuk selaku pemberi kerja untuk
selanjutnya diteruskan kepada pejabat penerbit SPM berkenaan.

12. Rekening Kas Negara adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang
ditentukan oteh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara atau pejabat
yang ditunjuk, untuk menampung seluruh penerimaan negara dan atau membayar
seluruh pengeluaran negara pada Bank/Sentral Giro yang ditunjuk.

11. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disebut Rekening KUN adalah
rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oieh Menteri
Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh
penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada Bank
Sentral.

10. Pejabat Penyusun Surat Perintah Mernbavar yang selanjutnya disebut Pejabat
Penyusun SPM adalah Pejabat yang ditunjuk untuk mengkoordinir penyusunar.
konsep SPM.

9. Pembantu Bendahara adalah orang, yang ditunjuk untuk membantu Bendahara
Pengeluaran.

8. Koordinator Administrasi yang selanjutnya disebut Kormin adalah Pejabat yang
ditunjuk untuk menyiapkan seluruh dokumen administrasi keuangan dalam rangka
persiapan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban kegiatan, sesuai dengan
petunjuk Pejabat Pembuat Komitmen.

7. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut P2K adalah Pejabat yang
ditunjuk untuk membuat keputusan-keputusan yang terkait dengan substansi
tugas pokok dan fungsi sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan
sekaligus melaksanakan kegiatan administrasi. antara lain menandatangani
kontrak dan lain-lain.

6. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PAl
Kuasa PA adalah Menteri Negara PAN atau kuasanya yang bertanggung jawab atas
pengelolaan anggaran pada Kementerian Negara PAN.

5. Bendahara Pengeluaran adalah orang, yang ditunjuk untuk menerima,
menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan
uang untuk keperluan belanja negara dalam rangka pelaksanaan APBN pada
Kementerian Negara PAN.

diberi tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum negara.
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24. Surat Keterangan Penghentian Pembayaran yang selanjutnya disebut SKPPadalah

23. Surat Perintah Membayar Penggantian Uang Persediaan Nihil yang selanjutnya
disebut SPM-GUP Nihil adalah surat perintah membayar penggantian uang
persediaan nihil yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna
Anggaran untuk selanjutnya disahkan oleh KPPN.

22. Surat Perintah Membayar Langsungyang selanjutnya disebut SPM-LSadalah surat
perintah membayar langsung kepada pihak ketiga yan~ diterbitkan oleh Pengguna
Anggaran/Kuasa PenggunaAnggaran atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat
perintah kerja lainnya.

21. Surat Perintah Membayar Penggantian Uang Persediaan yang selanjutnya disebut
SPM-GUP adalah surat perintah membayar yang diterbilkan oleh Pengguna
Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dengan membebani DIPA, yang dananya
dipergunakan untuk menggantikan uang persediaan yang telah dipakai.

20. Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disebut
SPM-TUP adalah surat perintah membayar yang diterbitkan oleh Pengguna
Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran karena kebutuhan dananya melebihi pagu
uang persediaan dan membebani MAK transito.

19. Surat Perintah Membayar Uang Persediaan yang selanjutnya disebut SPM-UP
adalah surat perintah membayar yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa
Pengguna Anggaran untuk pekerjaan yang akan dilaksanakan dan membebani
MAK transite,

18. Uang Muka Kegiatan (UMK) adalah uang muka kerja dengan jumlah tertentu,
diberikan kepada Pelaksana Kegiatan untuk membiayai kegiatan operasional
sehari-hari perkantoran yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.

17. Tambahan Uang Persediaan vang selanjutnya disebut TUP adalah uang yang
diberikan kepada satker untuk kebutuhan yang sangat mendesak dalam satu bulan
melebihi pagu UPyang ditetapkan.

16. Uang Persediaan yang selanjutnya disebut UP adalah uang muka kerja dengan
jumlah tertentu yang bersifat daur ulang (revolving), diberikan kepada bendahara
pengeluaran hanya untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari perkantoran
yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.

15. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat
perintah yang diterbitkan oteh KPPN selaku Kuasa Bendahara Umum Negara
untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBNberdasarkan SPM.

diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat lain
yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA atau dokumen
lain yang dipersamakan.

I, •.



(2) Menteri Negara PAN dapat mendelegasikan kewenangan kepada Kuasa PA untuk
menunjuk:
a. Pejabat Pembuat Komitmen, yang diberi kewenangan untuk melakukan

tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja/
penanggungjawab kegiatan;

(1) Padasetiap awal tahun anggaran, Menteri Negara PAN selaku Pengguna Anggaran
menetapkan keputusan tentang penunjukan Pejabat Kuasa PA untuk satker eli
lingkungan Kementerian Negara PAN.

Pasal2

BAB"
PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN

31. Ikhtisar Pagu adalah daftar pagu beserta realisasi anggaran yang telah digunakan
dan memuat minimal informasi pagu dan sisa anggaran per MAK serta telah
disahkan oleh P2K.

30. Surat Setoran Pajak yang selanjutnya disebut SSP adalah bukti penyetoran pajak
yang telah dilaksanakan oleh Bendahara Pengeluaran dan telah disahkan oleh P2K.

29. Nota Pembayaran Kasir adalah nota yang menyatakan bahwa kasir telah
membayar lunas kegiatan yang telah dilaksanakan.

28. Bukti Pembayaran adalah dokurnen yang membuktikan bahwa kegiatan telah
dibayar lunas.

27. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak, yang selanjutnya disebut SKTJM,
adalah surat keterangan yang menyatakan bahwa segala akibat dari tindakan
pejabat/seseorang yang dapat mengakibatkan kerugian negara menjadi tanggung
jawab sepenuhnya dari pejabat/seseorang yang mengambil tindakan dirnaksud.

26. Pembuat Daftar Gaji yang selanjutnya disebut PDG adalah petugas yang ditunjuk
oleh Kuasa PA untuk membuat dan menatausahakan daftar gaji satker yang
be rsangkuta n.

25. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja yang selanjutnya disebut SPTB adalah
Pemyataan Tanggung Jawab Betanja yang dibuat oleh PA/Kuasa PA atas transaksi
belanja sampai dengan jumlah tertentu.

surat keterangan tentang terhitung mulai bulan dihentikan pembayaran yang
dibuat/dikeluarkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
berdasarkan surat keputusan yang diterbitkan oleh Kementerian Negara/Lembaga
atau Satker dan disahkan oleh KPPN setempat.
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(2) Untuk membantu pengelolaan Uang Persediaan, apabila diperlukan kepala satker
dapat menunjuk Pembantu Bendahara sebagai Pemegang Uang Muka. Dalam
pelaksanaan tugasnya Pemegang Uang Muka bertanggung jawab kepada
Bendahara Pengeluaran.

(1) Untuk mengelola Uang Persediaan di lingkungan Kementerian Negara PAN,
Menteri PANmengangkat seorang Bendahara Pengeluaran.

Pasal4

BAB III
UANG PERSEDIAAN DAN TAMBAHAN UANG PERSEOIAAN

PA!Kuasa PA berdasarkan DIPA yang telah disahkan oleh Direktur Jenderal
Perbendaharaan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan sesuai rencana kerja dan
anggaran yang telah ditetapkan dalam DIPA.

Pasal3

(8) Tembusan Surat Keputusan para Pejabat dalam pasal 2 ayat (1) dan ayat (2),
disampaikan kepada Kepala KPPNselaku KuasaBUN.

(5) Dalarn hal pejabat!pegawai pada Satker tidak memungkinkan pemisahan fungsi
sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf a, b dan d maka pejabat yang
dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dapat merangkap jabatan sebagaimana dirnaksud
dalam pasal 2 ayat (2) huruf a atau huruf b.

(4) Pejabat sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf a, b, dan d tidak boleh
saling merangkap.

(3) Pejabat sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) tidak boleh merangkap
sebagal pejabat sebagaimana dimaksud datam pasal 2 ayat (2) huruf d.

b. Pejabat yang diberi kewenangan untuk menguji tagihan kepada negara dan
menandatangani SPM;

c. Pejabat Koordinator Administrasi (Kormin) untuk mengatur administrasi
pelaksanaan kegiatan baik yang berbentuk fisik kegiatan maupun
penyelesaian administrasi pertanggungjawaban;

d. Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam
rangka pelaksanaan anggaran belanja;

e. Pembantu Bendahara untuk membantu tugas kebendaharaan;
f. Kasir untuk melaksanakan pembayaran.

, .
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(1) Penggunaan uang persediaan melalui Bendahara Pengeluaran dapat dilakukan
sebelum kegiatan dilaksanakan, yaitu melalui pemberian Uang Muka Kegiatan
(UMK).

Pasal6

BABIV
PENGGUNAAN UANG PERSEDIAAN

MElAlUI BENDAHARA PENGElUARAN

(6). UPdapat diberikan dalam batas-batas sebagal berikut:
a. UP dapat diberikan untuk pengeluaran Belanja Barang pada klasifikasi belanja

5211,5212,5221,5231,5241 dan 581l.
b. Diluar ketentuan pada butir a, dapat diberikan pengecualian untuk DIPA Pusat

oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan.
c. Apabila diperlukan dapat dlberikan Tambahan UP.
d. SPM-UP/Tambr.:thanUPditerbitkan dengan menggunakan kode kegiatan untuk

rupiah murni 0000.0000.825111, pinjaman luar negeri 9999.9999.825112, dan
PNBP0000.0000.825113, apabila diperlukan dapat diberikan TUP.

e. Penggantian UP, diajukan ke KPPN dengan SPM-GUP, dilampiri SPTB, dan
fotokopi Surat Setoran Pajak (SSP)yang dilegalisir oleh KPAatau pejabat yang
ditunjuk, untuk transaksi yang menurut ketentuan harus dipungut PPN dan
PPh.

f. Pembayaran yang dapat dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran kepada satu
rekanan tidak boleh melebihi Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kecuali
untuk pembayaran honor.

(5) Sisa UP yang masih ada pada Bendahara pada akhir tahun anggaran harus disetor
kembali ke Rekening KasNegara selambat-Iambatnya tanggal 31 Desember tahun
anggaran berkenaan. Setoran sisa UP dimaksud, oleh KPPN dibukukan sebagai
pengembalian UPsesuai mata anggaran yang ditetapkan.

(4) Bendahara Pengeluaran melakukan pengisian kembali UP setelah UP dimaksud
digunakan (revolving) sepanjang masih tersedia pagu dalam DIPA.

(3) Penggunaan UPmenjadi tanggung jawab Bendahara Pengeluaran.

(2) Berdasarkan SPM-UP dimaksud pada ayat (I), KPPN menerbitkan SP2D untuk
rekening Bendahara Pengeluaran yang ditunjuk dalam SPM-UP.

(1) PA/kuasa PA menerbitkan SPM-UP berdasarkan DIPA atas permintaan Bendahara
Pengeluaran, yang dibebankan pada Mata Anggaran Keluaran transito (MAK
transito).

Pasal5
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Yang berhak mengambil uang persediaan dari kasir adalah Pembantu Bendahara.

Pasal9

Urutan penandatanganan berkas dimulai dari Pemohon/Kormin, Pembantu Bendahara,
Pejabat Pembuat Komitmen, Kepala Biro Umum, Bendahara Pengeluaran dan Kasir.

(

Pasal8

a. Memorandum perrnohonan yang dilampiri dengan Daftar Realisasi
b. Nota pembayaran kasir
c. Bukti Pembayaran (format sebagaimana lampiran 4)
d. Kuitansi
e. Fotokopi undangan rapat

(4) Kelengkapan berkas pengajuan pengganti kuitansi rampung minimal terdiri atas:

(3) Nilai maksimum yang dapat dibayarkan adalah sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh
juta rupiah).

(2) Kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah kegiatan pemeliharaan,
pembelian alat-alat rumah tangga, pembelian AlK konsinyasi dan pembelian makan
rninurn untuk rapat.

(1) Penggunaan uang persediaan dapat dilakukan terhadap permintaan pembayaran
untuk pembiayaar. kegiatan tertentu melalui penyerahan kuitansi rampung.

Pasal7

(3) Kelengkapan berkas pengajuan UMK minimal terdiri atas:
a. Memorandum permohonan yang dilampiri dengan Daftar Realisasi (format

sebagaimana lampiran 1)
b. Formulir UMK (format sebagaimana lampiran 2)
c. Nota pembayaran kasir (format sebagaimana iampiran 3)
d. Fotokopi Undangan Rapat

(2) Kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pembelian makan minum
untuk rapat, pembelian BBM, pembelian keperluan sehari-hari.

, ,
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a. Pembayaran Gaji lnduk/Gaji Susulan/Kekurangan Gaji/Gaji Terusan/Uang Duka
Wafat/Tewas, dilengkapi dengan Daftar Gaji Induk/Gaji Susulan/Kekurangan
Gaji/Uang Duka Wafat/Tewas, SK ePNS, SK PNS, SK Kenaikan Pangkat, SK
Jabatan, Kenaikan Gaji Berkala, Surat Pernyataan Pelantikan, Surat Pernyataan
Maslh Menduduki Jabatan, Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas, Oaftar
Ketuarga (KP4), Fotokopi Surat Nikah, Fotokopi Akte Kelahiran, SKPP, Daftar
Potongan Sewa Rumah Dinas, Surat Keterangan Masih Sekolah/Kuliah Surat
Pindah, Surat Kematian, SSP PPh Pasal 21. Kelengkapan tersebut di atas
digunakan sesuai peruntukannya

b. Pembayaran Lembur diJengkapi dengan Oaftar Pembayaran perhitungan lembur,
yang sudah ditandatangani oleh yang bersangkutan, surat perintah kerja tembur,
dan SSPPPhpasal zt.

c. Pembayaran Honor/Vakasi dilengkapi dengan surat keputusan tentang
pemberian honor vakasi, daftar pembayaran yang sudah ditandatangani oleh
Kuasa Pengguna Anggaran atau Pejabat yang ditunjuk dan Bendahara
Pengeluaran, dan SSPPPhPasal21.

(

(4) SPP-LSuntuk Pembayaran Gaji, Lembur dan honor/vakasi, minimal meliputi:

(3) SPP-GUP(Penggantian Uang Persediaan), minimal meliputi:
a. SPTB(format sebagaimana lampiran 6).
b. Kuitansi.
c. Bukti Pembayaran
d. SSPyang telah dilegalisir oleh KPA(format sebagaimana lampiran 7).

(2) SPP-TUP(Tambahan Uang Persediaan)
a. Rincian rencana penggunaan dana TUPdari KPAatau pejabat yang ditunjuk.
b. Surat Pernyataan dari KPAatau pejabat yang ditunjuk bahwa:

1) Dana TUP tersebut akan digunakan untuk keperluan mendesak dan akan
habis dalam waktu satu bulan terhitung sejak tanggal diterbitkan SP2D;

2) Apabila terdapat sisa dana TUP, harus disetorkan ke Rekening KasNegara;
3) Tidak untuk membiayai pengeluaran yang seharusnya dibayarkan secara

langsung.
c. Rekening Koran yang menunjukkan saldo terakhir.

(1) 5PP-UP(Uang Persediaan)
Surat Pernyataan dari KPA atau pejabat yang ditunjuk, menyatakan bahwa UP
tersebut tidak untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang menurut ketentuan
harus dengan LS.

Surat Permintaan Pembayaran (SPP), dengan menggunakan format sebagaimana
lampiran 5 dan kelengkapan persyaratannya diatur sebagai berikut:

Pasall0

BABIV
PROSEDUR PENGAJUAN SPP

, '
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Khusus Berita Acara dimaksud butir 6), 7) dan 8) di atas dibuat sekurang
kurangnva dalam rangkap 5 (lima) dan disampaikan kepada para pihak yang
melakukan kontrak (masing-masing satu berkas), dua berkas(asli dan tembusan)

Masing-masing berkas dimaksud di atas dibuat sekurang-kurangnya dalarn
rangkap 3 (tiga), asli dan satu tembusan disampaikan kepada KPPN, satu
tembusan lainnya untuk pertinggal.

1). Daftar Hadir Harian
2). Hasil Notulen
3). Laporan PelaksanaanKegiatan oleh P2K
4). Kontrak/SPK yang mencantumkan nornor rekening rekanan:
5). Surat Pernyataan KuasaPAmengenal penetapan rekanan;
6). Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan
7). Berita Acara Serah Terirma Pekerjaan;
8). Berita Acara Pembayaran;
9). Kuitansi yang disetujui oleh KuasaPAatau pejabat yang ditunjuk;
10). Faktur pajak beserta SSPyang telah ditandatangani oleh wajib pajak;
11). Jaminan Bank atau yang dipersamakan yang dikeluarkan oleh Bank atau

lembaga keuangan non bank;
12).Dokumen lain yang dipersyaratkan untuk kontrak-kontrak yang dananya

sebagian atau seluruhnya bersumber dan pinjaman/hibah luar negeri;
13). Ringkasan Kontrak yang dibuat sesuai dengan format lampiran 11 untuk

Rupiah Murni dan lampiran 12 untuk PHLN.

(

b. Pengadaan Barang dan Jasa,minimal meliputi:

1. Bukti Tagihan Dayadan Jasa
2. Nomor Rekening Pihak Ketiga (PT.PLN,PT.Telkom, PDAM dll).

Dalam hal pembayaran Langganan Daya dan Jasa belum dapat dilakukan
secara langsung, satker yang bersangkutan dapat melakukan pembayaran
dengan UP. Tunggakan langganan daya dan jasa tahun anggaran sebelumnya
dapat dibayarkan oleh satker setelah mendapat dispensasi/persetujuan
terlebih dahulu dari Kanwil Ditjen PBN sepanjang dananya tersedia dalam
DIPAberkenaan.

a. SPP-LSPembayaran LangananDayadan Jasa(Listrik, Telpon dan Air), meliputi:

(6) SPP- LSNon Belanja Pegawai melalui Pihak III

a. SPTB
b. Daftar Nominatif/Daftar Penerima Transport (format sebagaimana lampiran 8)
c. Surat Tugas (format sebagaimana lampiran 9)
d. Ikhtisar Pagu (format sebagaimana lampiran 10)

(5) SPP-LSPerjalanan Dinas dan Transport Konsinyasi, minimal meliputi:

, ,
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1. memeriksa secara rinci keabsahan dokumen pendukung SPP sesuai ketentuan
perundang-undangan yang berlaku.

2. memeriksa ketersedian pagu anggaran dalam DIPA untuk rnernperoleh keyakinan
bahwa tagihan tidak melampaui batas pagu anggaran.

3. merneriksa kesesuaian rencana kerja dan/atau kelayakan hasil kerja yang dicapai
dengan indikator kinerja.

4. memeriksa kebenaran atas hak tagih yang menyangkut antara lain:
a) pihak yang ditunjuk untuk menerima pembayaran (nama orang/perusahaan,

alamat, nomor rekening dan nama bank),
b) nilai tagihan yang harus dibayar (kesesuaian dan/atau kelayakannya dengan

prestasi kerja yang dicapai sesuai spesifikasi teknis yang tercantum daiam
kontrak berkenaan), dan

Mekanisme pemeriksaan SPPyang dilakukan Pembantu Bendahara meliputi langkah
langkah sebagai berikut ;

Pasal13

Setelah menerima berkas SPP dari Kormin, Pembantu Bendahara memeriksa
kelengkapan berkas, kesesuaian MAK dan sisa anggaran yang tersedia, mencatatnya
dalam buku pengawasan penerirnaan SPPdan membuat/menandatangani tanda terima
SPPberkenaan.

Pasal12

(1) Berkas kelengkapan SPPharus sesuai dengan MAK dan pagu yang tersedia serta
jadwal yang telah ditetapkan sebelumnya.

(2) Berkas kelengkapan SPPdipersiapkan oleh Kormin dan diajukan kepada Pembantu
Bendahara yang ditunjuk.

Pasalll

Berita Penyelesaian Pekerjaan harus dilakukan pada setiap tahap penyelesaian
pekerjaan. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Penyelesaian Pekerjaan harus memuat
sekurang-kurangnya identitas pekerjaan (yang meliputi kantor/satuan kerja
pengelola pekerjaan, nornor dan tanggal kontrak kerja, tempat/lokasi pekerjaan,
besar nilai kontrak, nomor dan tanggal DIPA yang menjadi dasar pembuatan
dan/atau ditunjuk dalam kontrak), tahap penyelesaian pekerjaan (termin),
pernyataan kesaksian atas prestasi kerja yang telah diselesaikan, dan
rekomendasi pembayaran hak/tagihan atas penyelesaian pekerjaan.

kepada penerbit SPM (sebagai Surat Permintaan Pembayaran), dan satu berkas
untuk disimpan oleh pejabat pelaksana pemeriksaan pekerjaan yang
bersangkutan

, '
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1. Memeriksa kelengkapan berkas SPP.
2. Memeriksa pencapaian tujuan dan /atau sasaran kegiatan sesuai dengan indicator

keluaran yang tercantum dalam DIPA berkenaan dan/atau spesifikasi teknis yang
sudah ditetapkan dalam kontrak.

3. Setelah dilakukan pengujian terhadap SPp-UP/SPP-TUP/SPP-GUP/SPP-lSmaka
Pejabat Penguji SPP/Penandatangan SPM menerbitkan SPM-UP/SPP-TUP/SPM
GUP/SPM-lS dalam rangkap 3 (tiga).

Verifikasi dan pengujian SPPmeliputl langkah-Iangkah antara lain:

Pasal18

(1) Administrator SPM harus melakukan pembukuan SPP dan SPM, termasuk
pembuatan file MSOffice (Excle).

(2) Setelah dibukukan, Konsep SPM diajukan kepada Pejabat Penguji
SPP/Penandatangan SPM, melalui Kepala Bagian Keuangan.

Pasal17

Setelah SPMSementara sesuai dengan SPP,Pejabat Penyusun SPM mencetak Konsep
SPM dan diajukan ke Administrator SPM.

Pasal16

Setelah menerima SPP, Pejabat Penyusun SPM dibantu oleh Administratur SPM
kemudian mencetak konsep SPM Sementara (format sebagaimana lampiran 13) untuk
direviu dan disesuaikan dengan SPP.

Pasal15

BABV
PENERBITAN SPM

Setelah berkas kelengakapan SPP terpenuhi, Pembantu Bendahara berkoordinasi
dengan Kormin menyusun Konsep SPP untuk kemudian diajukan kepada Pejabat
Penyusun SPM.

Pasal14

c) jadwal waktu pembayaran (kesesuaian dengan jadwal penarikan dana yang
tercantum dalam DIPA dan/atau ketetapannya terhadap jadwal waktu
pembayaran guna keyakinkan bahwa tagihan yang harus dibayar belum
kadaluwarsa).

, '



Pajak-pajak yang timbul segera disetor oleh Petugas Penyetor Pajak, melalui langkah
langkah sebagai berikut:
1. Pembantu bendahara menyiapkan Daftar potongan pajak (PPn, PPhPasal21, 22 dan

23) beserta jumlah uang yang harus disetor.
2. Petugas penyetor pajak kemudian menyiapkan SSPsesuai dengan daftar.
3. Segeradilakukan penyetoran pajak ke Bank persepsi
4. Bukti setor segera dibukukan dan diarsipkan

Pasal22

Fotokopi SP2D
Nota Pembayaran Kasir
Bukti Pembayaran
Memo oleh P2Kkepada Bendahara Pengeluaran (format sebagaimana lampiran
15)

a.
~

b.
c.
d.

(1) Pencairan dana hanya dapat dilaksanakan setelah pendebetan dana SP2D pada
Rekening Bendahara Pengeluaran telah terjadi.

(2) Dana SP2D hanya dapat diambil pada Pejabat Kasir oleh Pembantu Bendahara,
dengan melengkapi :

Pasal21

Setelah SP2D terbit dari KPPN, Petugas Monitoring Pendebetan segera membukukan
SP2D dan memonitor kapan pendebetan dananya ke Rekening Bendahara. Sementara
Pembantu Bendahara segera mengkoordnir pencairan danya sekaligus melakukan
langkah-Iangkah penyesuaian terhadap Aplilkasi SIK.

Pasal20

Setelah berkas SPM lengkap dan sudah ditandatangani oleh Pejabat Yang Berwenang,
Petugas Administratur SPM kemudian menyerahkan berkas tersebut kepada Petugas
Pengirim SPM untuk selanjutnya disampaikan ke KPpr~ Jakata I. Segera dilakukan
monitoring penerbitan SP2Dbaik oleh Administrator SPMmaupun Petugas Pengirim.

PClsal19

BABVI
PEMBAYARAN SPP-LS DAN PENYETORAN PAJAK

4. Pengembalian pengeluaran anggaran yang telah disetor ke Rekening Kas Negara
dilakukan dengan SPM Pengembalian yang diterbitkan oleh Satker bersangkutan
disertai surat keterangan pembukuan oleh KPPN dan dilampiri Surat Setoran
Pengembalian Belanja (SSPB) dengan format sebagaimana lampiran 14.
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Untuk keperluan penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN
diperlukan antara lain data realisasi APBN,arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.
Untuk keperluan tersebut, maka:

Pasal24

BAB VIII
PElAPORAN REALISASI ANGGARAN

(5) Pengajuan permohonan biaya kegiatan berikutnya dilaksanakan dan dapat
diproses setelah pertanggunjawaban kegiatan sebelumnya telah diselesaikan.

(1) Setelah pembayaran kepada Kormin dilaksanakan, maka Pembantu Bendahara
segera meminta/mengingatkan Kormin untuk segera menyerahkan dokumen
keuangan (pertanggungjawaban) sesuai peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

(2) Kelengkapan dokumen pertanggungjawaban keuangan menjadi tanggungjawab
penuh Kormin.

(3) Kelengkapan dokumen pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud ayat (2),
minimal meliputi :
a. Untuk SPP-lSPembayaran Gaji, lembur dan Honor-honor:

1) Daftar Penerimaan Honor yang telah ditandatangani yang bersangkutan
dan disahkan oleh Bendahara Pengeluaran.

2) Bukti SSPyang telah disahkan oleh P2K
b. Untuk SPP-lSPerjalanan Dinasdan Transport

1) Kwitansi
2) Berkas SPPDyang telah ditandatangani oleh Pejabat yang dikunjungi dan

telah disahkan oleh P2K
3) laporan perjalanan

(4) Bukti pertanggungjawaban yang telah lengkap kemmudian diserahkan ke
Pembantu Bendahara selanjutnya diserahkan ke Bendahara untuk dibukukan/
ditangani kemudian dikembalikan lagi ke Pembantu Bendahara untuk disimpan
sebagai arsip keuangan.

Pasal23

BAB VII
PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN APBN

5. Lembar ke 5 dierahkan ke Pembantu Bendahara.
6. Petugas Pengadministrasi Pajakmenyiapkan laporan pajak.

, '
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Keterangan :

1. PENERIMAAN,terdiri dari :
a. Uang Persediaan (UP)
b. Tambahan UP
c. SP2DLSBendahara yang belum dikredit

-------~-----------~-------J
PENERIMAAN = PENGELUARAN + SAlDO _

(5) Melaporkan Hasil Rekonsiliasi dalam berita acara dan dilaporkan kepada Kepala Biro
Umum.
Rumus Rekonsiliasi adalah :

(1) Rekonsiliasi pada pr.nsipnva adalah proses mencocokkan beberapa data yang
menyangkut transaksi keuangan.

(2) Rekonsiliasi dilaksanakan setiap akhir bulan, sebagai iindakan preventif untuk
mengantisipasi dan sebagai media pengawasan aliran kasyang terjadi tiap bulan.

(3) Rekonsiliasi juga berguna untuk membantu Bendahara Pengeluaran dalam
melakukan tutup buku.

(4) Langkah-Iangkah rekonsiliasi antara lain antara lain:

a. Menganalisis BKU,Buku Bank dan Rekening Koran
b. Mencocokkan data realisasi anggaran yang syah (SP2D) dari rnasing-masing

program dengan Data SPMyang diterbitkan serta data SAl.
e. Mencocokkan data agenda SPP,SPMdan SP2D.
d. Menghitung nilai UMK terbayar tetapi belum diSPJkan
e. Menghitung nilai kuitansi rampung terbayar
f. Menghitung uang tunai baik di Kasirmaupun di Bank
g. Menghitung pajak-pajak yang belum disetor

Pasal25

BABIX
REKONSllIASI DATA REAlISASI

a. Kepala kantor/satker selaku Unit Akuntansi Kuasa Penguna Anggaran (UAKPA)
wajib membuat Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca serta Arsip Data Komputer
(ADK) yang dikelolanya kepada Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
secara periodik.

b. P2K dibantu Kormin wajib menyampaikan laporan keuangan dari setiap
penggunaan/ pengeluaran angaran dan laporan akhir yang menyangkut realisasi
APBN setiap kegiatan seutuhnya .

c. Kormin wajib menyelesaikan administrasi pertanggungjawaban keuangan.
d. Bendahara wajib menyetor jasa giro bank setiap akhir bulan dengan menggunakan

Surat Setoran Bukan ajak (format sebagaimana lampiran 16).
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(1) Untuk pembayaran kegiatan yang dananya berasal dar; pinjaman dan/atau hibah
luar negeri dilaksanakan sesuai peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan
yang berlaku dalam pelaksanaan pinjarnan dan/atau hibah luar negeri.

(2) Ketentuan yang mengatur langkah-Iangkah pelaksanaan pada tutup tahun
anggaran akan ditetapkan kemudian dengan peraturan Direktur Jenderal
Perbendaharaan.

(3) Dengan berlakunya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
ini, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
PER/8S.3/M.PAN/8/200S tanggal2 Agustus 2005 dinyatakan tidak berlaku.

Pasal27

(1) SKPPpegawai pindah diterbitkan oleh kepala satker dalam rangka rangkap 4
(empat) dan disampaikan kepada KPPN untuk disahkan oleh kepala seksi
perbendaharaan dan dibuatkan surat pengantar yang ditandatangani oleh Kepala
KPPN.

(2) SKPPpegawai pensiun diterbitkan oleh kepata satker daiam rangka rangkap 6
(enam) dan disampaikan kepada KPPN untuk disahkan oleh kepala seksi
perbendaharaan dan dibuatkan surat pengantar yang ditandatangani oleh Kepala
KPPN.

(3) Bendahara Pengeluaran wajib membuat pembukuan seluruh transaksi keuangan
yang dilaksanakan pada satker.

(4) Pada setiap awal tahun anggaran KPAmenunjuk PDGyang bertugas membuat
dan menatausahakan daftar gaji dan daftar lembur satker yang bersangkutan.

(5) Pembayaran Uang Duka/Tewas (UDW/DT) dibebankan pada MAK uang duka
wafat/tewas, tanpa memperhatikan pagu dana yang tersedia pada MAK
berkenaan.

Pasal26

BABX
KETENTUAN LAIN-LAIN

d. Pajak-pajak yang diterima
e. Jasa Giro

2. PENGELUARAN, terdiri dari:
a. Uang Muka Kerja / Persekot
b. Bukti-bukti definitive
c. TUP yang sudah di GU Nihil kan
d. Pajak yang disetor

3. SALDO, yang terdiri dari:
a. Saldo Kas Tunai
b. Salao Bank
c. Pajak yang belum disetor.
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(

EdyTopo Ashari

a.n. Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara,

Sekretaris Kementerian,

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal t; Maret 2007

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara ini mulai berlaku pada
tanggal ditetapkan.

Pasal 29

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara ini akan diatur tersendiri.

Pasal28
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LAMPIRAN-LAMPIRAN



(Drs. Rusdan Sanusi)

Menyetujui
Kepala Biro Umum

( )( Ir. Hastori, MAFIS )( )

Pemohon
Kasubag .Mengetahui

Kepala Bagian Keuangan

Mengetahui
Kepala Bagian .

"\.
2007Jakarta,

No. Uraian Kegiatan Volume Harga Satuan Jumlah Keterangan
(Rp) (R0_

Perihal

DAFTAR PERMOHONAN PENGADAAN
KEGIATAN BARANG/JASA

KEMENTERIAN NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA



CATATAN :
1. Uang muka ini harus dipertanggung jawabkan kepadaBendaharawan selambat-Iambatnya 3 (tiga) hari pembayaran

selesai.
2. Permintaan Uang muka kcrja bcrlkutnya baru dllayanl apabila Uang Muka KerJa sebelumnya telah

dlpertanggungJawabkan.
3. KeterlambatanmemRCrtanggungjawabkan UangMulea Kerja lebih dad 1 (satu) bulan akan diperhitungkan dengan

tunjangansipenerima. . ..

DWlNANTO ARYADI, S.sos
NIP. : 090009927

•BendaharaPengeluaran

Tgl. No .

Jakarta ..

denganuangcash/cek ..

DibayarsebesarRp ..

NIP.NIP.
........................................... __ _-Drs. RUSDAN SANUSI

NIP. : 010054241

YangMenerima
SetujuDibayar

Pejabat Pembuat Komiunen
Mengetahui

Kepala Biro Umum

Jakarta, 20 ..

3. Termasuk jenis pengeluaran M.A.K : .

...................... .........•......... ~ .

.........................................................................................................................................................................

2. Untuk keperluan

1. Telah rnenerima uang muka kerja sebesar Rp .

TANDATERIMA
UANG MUKA KERJA (U.M.K)

1UMK/Nomor
Tanggal

REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN NEGARA

PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA



(

IINomor Bukti

NOTA PEMBAYARAN KASIR
Sudah terima dari : Kasir/Juru bayar

Sekretariat Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara

Jumlah I Rp. I
lerbilang :

I I
Untuk pembayaran : UMKlHONORITRANSPORT/PERJADINiREKANAN/SETORAN(PAJAKlBP)

(copy dok terlampir)

Program: Sesuai dengan :
- -

01.01.0109 UMK dan rincian- -
01.01.0110 Daftar HonorfTransport- -
01.01.0112 Rincian Perjadin- -
01.01.0113 Kuitansi & faktur-- -01.01.0115 SSP dan daftar rincian

i_ I"'""-
01.01.0119 SSBP dan daftar rincian

r-- ---01.03.0117-
01.06.0413

r---- lain-lain
'--

Perhitungan :

Jumlah Tagihan : Rp.
Potongan pajak : Rp.

Jumlah diterima : Rp.

Jakarta, .........................
Yang menerima

MENGETAHUI: LUNAS DIBAYAR 1GL.................
Kepala Baglan Keuangan, Kaslr/Juru Bayar

Ir. Hastori, MAFIS
NIP.09001B339

.....................................................

MENGETAHUI: SETUJU DIBAYAR
Kepala Biro Umum, Bendahara Pengeluaran

Drs. Rusdan Sanusl Dwlnanto A!)!adl. S.sos.
NIP.:010054241 NIP. 090009927

--



DWINANTO ARYADI, S.Sos
NIP: 090009927

Drs. RUSDAN SANUSI
NIP: 010054241

LUNAS DIBAYAR
TANGGAL:

BENDAHARA PENGELUARAN
MENGETAHUI

KEPALA BIRO UMUM
_.

JAKARTA
Penerima/Pelaksana

SETUJU DIBAYAR
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

.............................................................................................................................Tanggal

Sesliaidengan

Faktur/Kwitansi

Dibayarkan kepada

Untuk Pembayaran

, ,

Rp.Sebesar

Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
di Jakarta

Sudah terima dari

BUKTI PEMBAYARAN

Nemer BKU
Kede MA
Tahun Anggaran
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NIPNIP

.......... , ta"99a1 seoeru dlatas
Pej.bat ~t Komltmen
satlcer/ satk~ semeotara ...(59) ....

OiterlrN oIeh pe1'9UjI SPf'/ ~ SPt1
5)l.t:kcr/ ~tI:er semenQ" ...(57)
Pada tan9QaI (58)

srs ....,56)... lemba,oSural BuI::tI
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515049) 52)~HIl

(45)("") (47)(46)

1 SEH\J-' KEGlATAH

(43)

'II.oa_(381JUM\.AH 1
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de119an huru( (21)

2. IJntulck~n :(ll)
3. }enIs beIan.la : (23)
4. Atas RaIN : (24)
5. ~mat : (25)
·6. ~~rekenin9 : (26)

: Ncxnor~: (27)
7. Nomor dMI T~ SPKI kontrak : (21))
S. NiIiISPIC'J~ : Rp. (29) .
9. ~ I'enjeIIsan
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4. Lobsl : (8)
5 TemP'! : (9)
6 A1amat : (10)

(11)
(12)
(13)
(I~)
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Siral Pembayaran leD
Jenis Pembayaran I@]

(
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Nama
NIP/NRP

3.n. Kuasa Pengguna AAggaran
P.mbuat Komltmen

DAFTAR RINCIAN PERMINTAAN PEMBAYARAN

1. Kementerian I ( ) 6. DIPA~ :
Lambaga JenisSPP Tanooal :

2. Unit Qrganisasi ( ) t. GUP 7. Kod. Kegiatan :
3. Lokasi ( ) 2. GUP Nihil
4. Kantor I Satuan ( ) 8. Koda Sub Kegialan :

Karja
Pagu Sub Kegiatan 9. Tahun Anggaran :

5. Namal Rp.
to. Bulan :

Buk~ Penqetuaran
No. T3n9gal Jumlah Kalor
UNI Nomor Bukti Nama Penerima dan K9p<tr1uan NPWP MAK Yang dibayarkan

Pembukuan (Rp.)

I
.

Jumlah Lampiran : JumIahSPP ini (Rp.)
SPM/SPP $lIbelum SPP ini alas beban sub keglatan ini

Lembar Jumlah s.d. SPP ini alas beban sub keglalan ini
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NOMOR URAIAN ISIAN
(I) Oiisl tal'lQQalP_rbitan SPP
(2) OiislllOlTlOf penertlitan SPP
(3) Oipilih salah satu:1. UP. 2" TUP. 3. GUP. 04'" lS. 5 ,. GU Nihil. 6" GU Pengganli RK

(unluk GU Nihil Rekenlng Khusus saU<er. satu SPP dilerbitkan 2 SPM yaitu: SPM Nihil
dan SPM Penqqantl)

(4) Oipilih salah satu:1 • Pengeluaran Anggaran (PA). 2 = Pengembalian Uang Mala
Anggaran (PUMA). 3 .. PFK. 4 .. Peng. Transilo. 5 " Perh. RK. 6 = Pembelulan
Pembukuan

(5) Oiisl nama dan kode Kemenlerianllembaga yang bersa~kutan
_l6) Oilsl nama dan kode Unit Eselon I Kementerianllembaga yang bersanpkutan
(7) Oilsl nama dan kode satkerl SKS vana bersa~kutan
(8) Oiisi nama dan kode Provinsl satkerl SKS ya~ bersal'lgkulan
_l9) Oiisi nama dan kode ketal kabuoaten satker' SKS yang bersangkulan_. POl Oilsl alamat sallied SKS vana bers~ngkutan
(I II Diisl nama kllQlalan yang belS3~ogkutan
lIZ) Oijsi kode keglatan yang bersangkutan
(13) Oilsl kode funQsi sub funQsl dan proqram vane bersaookutan
(104) Diisl kode: (KO) untuk Kantor Oaerah. (KP) Kantor Pusat. (OK) Dekonsentrasi, (PS

Pemban\uan, (OS) DesentrarlSasi •
(15) Oiisi nama salked SKS ~ng bers<mgkutan
(16) OiIsi nama kotal kabupa\en salkerl SKS yanQ bersanokutan
(17) Diisi JenJs dokumen anggaran yang digunakan {OIPN DIPP! SKPI>J SKO atau dokumen

[yang dlsamakan}
(18) DiisI nomoi' dokumen anggaran yang digunakan (OIPN DIPPI SKPN SKO alau dokumen

IvaI\(! disamakanl_
(19) DiisI~ n dokumen anqqaran
(20) DiIsI tumlah dana van<! dimll'lla ~an ~ka
(21) DiIsI tumlah dana van<! diminta denoan huruf
(22) 0iisJ keoerluan
(23) DiisI jenis beIanja bersangkutan (beIanja pegawail belanJa barangI belanJamodaV dsl)

(24) Oiisi nama Dlhak Dembavaran
(25) DiisI alamat oIhak n
_(26) DiisI narna Bank lempat rekeninQDihak penerima pembavaran
(27) Diisi nomor rekenlno Dihak penerima Dembavaran
(28) DiisI nomor dan IanggaI SPKI kontrak yang diajukan pembayaran oIeh pihak kctiga (LS)

(29) Diisi nilal SPKI ".ontrak vaM dialukan ran oI-ehpihai( ketiaa (lS)
(30) Diisi aarna denoan nomor 17
_(31) Oilsl sama denga., nomor 17
(32) OIls! kode keolatan sub keQlalan dan M.tJ<vana bersanokutan
(33) DiisI anoka I)3QU maslno-masina MAl( dalam satu lLegiatan
_(34) 0iisI akumulasl nIIaI SPP/ SPM yang telah dlajukan
(35) DiisI dengan nItaI SPP yana diajukan aaat InI
(36) DiIsIl)8n1umlahan nItaI koIom • clan kolom 5
(37 Oiisi hasil all IIIIaI kolom 3 denqan kolom 6
_{38 Oilsll umlah nomor UI\IlI pada koIom 3
(39 Oiisl umlah nomor UI\IlI Dada koIom •
(40 0IIsI umlah nomor UI\IlI Dada koIom 5
«1) OiIsi umlah nomor urut l_padakolom 6
(42) 0iisI !JI'nlahnomor urut I Qada koIom 7

DiiII kode semua kegl2tan daIam DIPN OIPPI SKPN SKO atau dokumen yang
(43) dbamakan

Oibl pagu aernua k~tan daIam dokumen anggaran (OIPN DIPPI SKPN SKO alai
(<<) dokumen_yang disarnakan)
(45) Dilsi kumulatif lumlah samoa keoia\an samD3i denoan SPP ini.
(46) 0iisId-moan nilal SPP_yang dialukan saat Ini
(41) Dt1si lumlali kumulalif seluruh keQIa\an
_(48) Dilsllisa dana leIuruh kegla\an
(49) Oitsllumlah nomor urut II Dada koIom 3
(SO) Oiisl tumlah nomor urut II pada koIom 4
(51) DiIsIJurnlah nomOI' urut II pada kolom 5
j_52}_ Oiisllumlah nomOI' unA II !)ada koIom 6
(53 Oiisl ~h nomOI' urut II pada koIom 7
{504 0IIsi umlah lampiran dokumen I)8nc1u1cung yang diperlukan
(55 OIisi lumlah IUtat butdloenaeh.laran yang dipertukan
(56 0iIsI umlah lamplrao_aorat laneta "'oran (SSPI SSBP)
j51) OiIsi nama "tked SKS~ SPP/_penerbit SPM
j58) 0ibI tanooaI SPP
(59) 10iI.s11Ulmll sallied SKS oe_laba!DMlbuat

(

PETUNJl.JK PENGISIAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN
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NAMA
HIPINRP

Kuua Penggun. Anggar.nIP.mbuat Komltm.n.

Bukli-bukti belanja Ie<Sebut di ara. dislmpan sesuaI kolenluan )'..-.g beftaku pada Satuan KOIje.•.••••••.........._.....
untuk kelengkapan IIdmInlstrasi dan kepotluan ~ aparat penQaWaUI\fungslonal.

Oemikiatl Sural Pemyataan Ini dibual dengan seQenamya.

No. r.tAK P.n.rtm. Uralan Buktl Juml~h
Tanggal Homor

.
Jumlah Rp. .

Yang berlanda • tar>gandi baw.h ini Kuasa Pengguna Angga<an ~tuan Ke<ja menyatakan bah saya berlar>ggur>gjawab
penuh ~tas ~.ga,", pongeluatan yar>glelah dibayar luna. oIeh Benda~ Pengeluaran kep&da yar>g bemak monerima der>gan perindan
seba<JaIberiklJ4 :

1. Nam~ S~tuan Kerja
2. Kode S~luan Kerja
J. T..-.gg~ I No. DIP"
4. Sub Kegiootan
s, KI.. lfik .. 1 B.lanla

Nornor:

.__.,.__ ... , .. ~,_I r- .. ,,- __ .. ,
_ PER.e&'P'lI2OO5
Tonooo' :It0.-"* 1005

SURAT PERNYATAAHTANGGUNGJAWAB BELANJA



F.2.0.32.01

*)Diisi sesuai buku petunjuk penglsian

............................................ ... .. .. . ..... .....
MAP/KodeJenis Pajak KodeJenis Setoran Uraian Pembayaran

•• 111 ••••••••• , •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

I I I I I I I I I ......." .........................................................................................
I ................................................................................................-

Masa Pajak "Tabun
.Jan I ·Peb I Mar I Apr 1M e i I Jun I I Ags J J Okt .~Nop 1 I I IJul Sep Des I I
Beri tanda silang pada salab salu kolom bulan untuk masa yang berkenoatt Diisi tahun terutangnya pajal

Nomor Ketetapan : I I I I I III I I III I III I I III I I
Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP. SKPKH, SKPKBT

Jumlah Pembayaran TerbiJang .............................................................. c ............................... ,.. ••••••••Diisi dengan rupiah penul:

............. ,......................................................................................
Rp. .................................................... ......................................................................................................

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Wajib PajakIPenyetor

(
TanggaI .......................................... ......................... , tgl. ..........................

Cap dan tanda tangan Cap dan tanda tangan

r

Nama Jelas: ................................................................ Nama Jelas : .................................................................
Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran

...........................................................................................................................................

.............................................................................................................................................NAMA WP

ALAMAT

.-Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki
: ,___I ..___.!• L--I '-----L--J! • ..____I ._____.____.I • D-.._I ........____.___.I • .._I _.___.___.NPWP

Untuk Arsip WP
...........................................................

LEMBARDEPARTEMEN KEUANGAN R.I. SURAT SETORANPAJAK
DIREKTORATJENDERALPAJAK
KANTORPELAYANANPAJAK (S S P)



Pembuat Daftar,

Jakarta,

Bambang Setiyono
NIP. 060042099

MENGESAHKAN:
A.n. Kepala KPPN Jakarta I
Kepala Soksi Perbendaharaan "

Mengetahui/Menyetujui :
Pejabat Pembuat Komitmen

Total Biaya

1
2
3
4
5

DAFTAR NOMINATIF
PEJABAT/PEGAWAI YANG MELAKUKAN PERJALANAN DINAS

PROGRAM :
KODE PROG:
MAK



Pejabat Pembuat Komitmen,

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal

Melaksanakan tugas ini dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung
jawab.

KETIGA
(

Melaporkan hasil kegiatan yang telah dilaksanakan kepada Kepala Biro
Umum Kementerian Negara PAN;

KEDUA

, ke
Melaksanakan perjalanan dinas dalam rangka

,selama hari tanggal
Propinsi

Untuk
PERTAMA

1.Kepada

Menugaskan:

1 Undang-undang No. 17 Tabun 2004;
2. Undang-undang No. 16 Tahun 2006;
3. Keputusan Presiden RI Nomor 187/M Tahun 2004
4. Peraturan Presiden RINomor 9 Tahun 2005;
5. Per.Men.PAN No. 84/PERfM.PANI712005

Jo. Per.Men. PAN No. 112/PERlM.PAN/1112005.

Mengingat

bahwa dalam rangka pelaksanaan Pemantauan Tindak Lanjut Aduan,
dipandang perlu menugaskan PejabatiPegawai Kementerian Negara
PAN, untuk melakukan kunlungan kerja ke daerah.

Menimbang

Nomor:
$URAT TUGAS



Koordinator Administrasi,

Jakarta, .

L

KETERANGAN
BENDAHARAINI

JUMLAH TT I PARAF
PERMINTAAN PEMBANTU

SISA
PAGU

JUMLAH REALISASI
SBLM PERMINTAAN

INI

PAGU
KEGIATAN

KODE
KEG I SUB KEG I MAK

IKHTISAR PAGU DAN REALISASI KEGIATAN BERKENAAN

LAMPI RAN MEMORANDUM

NOMOR

TANGGAL

PROGRAM
KLASIFIKASI BELANJA
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'(14)
(Nama Jelas)

Tempat, tang gal .••(13)••..•..
a.n. Kuasa Pengguna Anggaran

Pernbuat Komitmen
(Tanda Tangan)

Catatan:
ApabIJaterjadl addendum kontrak
data kontrak agar dlsesualkan
dengan perubahannya.

1 Nomor dan tanggal DIPA (1)

2 Kode Kegiatan/Sub Kegiatan/MAK (2)

3 Nomor dan Tanggal SPK/ Kontrak (3)

4 Nama Kontraktorl perusahaan (4)

5 Alamat Kontraktor (5)

6 Nilai SPKI Kontrak (6)

7 Uralan dan volume Pekerjaan (7)

8 Cara Pembayaran (8)

9 Jangka Waktu Pelaksanaan (9)

10 Tanggal Penyelesalan Pekerjaan (10)

11 Jangka Waktu Pemeliharaan (11)

12 Ketentuan Sanksi (12)

Untuk Keglatan yang dananya berasal dari Rupiah Murni

Lampi,an5
Pe,dirjen Pe,oondaharaan
Nomor PER- 661PBI2005
Tanggal 28 Desembe,2oo5RINGKASAN KONTRAK
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(14) ~~~--~~~------------------.--Oiisi tanda tangan dan nama jelas ?"i "bat pembiJat komitmen

(11) 0iisI Jumlah han masa pe~

(9) Oiisl jumlah hari penyeJesaian i-;;k;-~kln

(8) Oiisl ~ tahap pembayaran k~;:'~,J;; rekanan (termin. monthly certificate. dll)

(7) Oiisl uralan pekerjaan dan VQi;:-;;;;f<;kefjaan sesuai SPKI Kontrak

(6) Oilsl nilaI SPKI Kontrakyang (~il'-f){~_cijikan

(5) OUsi alamat perusahaan rek;;(~,::,~ ->9 bersangkutan

(4) Oiisl nama rekanan dan nama ,?"'l_<;ahaansesuai SPKI kontrak

(3) Oiisl 00Ill()(dan tanggal SPl<Ti<:Z::;akberkenaan

(2) Oiisl kode kegiatan (4 digit). ;-:-; -'-sub keglatan (4 digit). dan kode MAl< (6 digit) sesuai
OIPA pada Islan (1)

NOMOR URA~IS~N

(1) Oiisl tanggal dan nomor DIP,;,

PETUNJUK PENG{:; : RESUMEKONTRAK (RM)
, '



(Nama Jelas)

(21)

(randa Tangan)

Tempat, tanggal •••(2Q)•••••••

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran

Pembuat Komltmen

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)
(6)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)
(17)

(18)

(19)

11-l.ampOrMe ~~aM'I

Nomot PER· M IP8I2OO5
Tenoo" :18 Oeo«nber 2005

37

(

Catatan:

Apablla terjadl addendum kontrak

data kontrak agar dlsesualkan

dengan perubahannya.

1. Nornor dan tanggal DIPA

2.. Kode KeglatanlSub KeglalanIMAK

3. Nornor Loan dan Nornor Regisler

~. Kategorl

5. Nornor dan Tanggal Konlrak

6. Nomor dan Tanggal Adendurn

7. Nama Kontr'aktorl perusahaan

8. A1amat Kontraktor

9. Prosentase Loan

10. Nllal Kontrak

11. Porsl Pembayaran Loan

12.. Parsl Pembayaran GOI

13. Uralan dan volume Pekerjaan

14. Sistem Pembayaran

15. Cara Pembayaran

16. Jangka Waktu Peiaksanaan

17. Tanggal Penyelesalan Pekerjaan

18. Jangka Waktu Pemeliharaan

19. Ketentuan Sanks I

Unluk Keglatan yang dananya berasal dan PHLN

RINGKASAN KONTRAK

, '
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f
\.

HOMOR URAIAN ISIAN

(1) DiisI tanggal clan nomor DIP...

(2) DiisI kode keglatan (4 digil), kode sub kegiatan (4 digit), dan kode MAl( (6 digit) "sua"
I DlPA peda la!an (1)

(9) 0IIsI nomor loan dan nomor register loan yang tert>obanl kontrak

(4) DiisI nomor kategori dan uraiannya
.

(5) 0IIsI nom«dan langgaI kontr.ak

(6) DiisI nomor dan tanooaI adendum koniraIt (hanya diIsI b'Ia .da .c:1endumkonttak)

(7) DiisI nama rebnandan nema peruuhaan HSuai konirak ""

(8) DiisI.aamat ~ yang ber5angIwtan

(9) 0iisI ProsentaH .mara Nitalloan dan GOI

(10) 0iisI niiaI kontraIt yang dipefjanjikan

(11) 0isJ por$I pembiayaan loan

(12) 0iisI pon;I pembiayaan GOt

(13) 0isJ uraIan peq.jaandan volume peketjaan aesuaI konInII<

(14) DipiIih GalatI satu: Rekenlng Khusus. Pembayatan Langsung. Utter of Credit (LeI

(15) 0iisI tahapan pembayaran tr- of~ ).mis: modhIy C«tiIicIIt•• 6st.

(16) DiisI jumIah han penyeIosaian peketjaan

(17) 0iisI ~ penyelesaian pekcrjaa!l

(18) Oiisi jumIah hart pernelihacaan pekefjaan

i19) Oiisi pcosentasl nil.denda yang dikenakan epabA letjadi waI1Pfes~

(20) 0ii$I tanggaI ~tan Resume Kontrak

(21) DiisI tanda tangan dan nama jebs pejabat pembuat komitmen

PETUNJUK PENGISIAN RESUME KONTRAK (PHLN)
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I

I
Jumlah Penge!uaran Jumlah Potongan

,..--

IRp. -

, Kepada · BendaharaPengeJuaranKernenterianNegaraPANJI. Jend. Sudimlan Kav. 69 Jakarta 12190
1 NPNP OO.285.6g0.3-019.000
I Nomor · 18300696·

Bank/Pos · BANK BNI CAPEMSEKNEG
Yaitu • r ,

""

JAKARTA, - -~. ..

A.n. MENTER! NEGARAPAN
Kuasa Pengguna Anggaran

Pjb. Yg Melakukan Pengujian 8& Perlntah Pembayaran

DRS. RUSDAN SANUSI
NIP. 010054241

Keg/Sub.Keg MAK
POTONGANPENGElUARAN !-.I----------------~---------------.---------------~

Jurnlah Uang Lemb/UnitjLoyJMAP Jurnlah Uang

: 1 PengeluaranAnggaran
: 4 PembayaranLangsung (LS)
: 01.0 RM/ RM

Jenis Pembayaran
Sifat Pembayaran
Sumber Dana/ Cara Penarikan

KlasifikasiBelanja KP/KD/DK/TP/DS ~
Fungsi,Sub Funysi, Program
Satker Unit Organisasi Lokasl
427950 048.01 01.51
MENTERl NEGARA PENDAYAGUNMN APAP.ATUR NEGAP.A

Daser Pembayaran
KEPPRESNO.42 TAHUN 2002(01)
DIPANo.0001.0/048-01.0/-/2007
TANGGAL 31-12-2006

I CaraSayar:

Tan90al Nomor:
Kuasa Bendahara Umurn Negara, Kl'i'N _'__.:.ARTA1(018)
M~"",,-,':;;uk-uktin pembayaran sejumlah Rp.

2007jTahun Anggaran :LiJ Giro Bank
!

KEMENTERlAN NEGARA PENOAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

SURAT PEBINTAH MEMBAYAR

~_--------------------------------------------------------------------~II

i
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(18) .
NIP:

Cap
Tanda Tangan (20) .
Nama TeranJl: .

Oilerima OIeh:
BANK PERSEPSIIKANTORPOSDAN GIRO

Tanggal (19) .

(17) tanggal ..

16) ,Bacalah DahuluPetunjukpengisian formulir SSPB
pada halaman belakang lembar ini

Kepertuan:PERHATIAN

(15) _ ..Dengan HUM

Rp(14) .D. Jumlah Seloran

I I I I I Rp. ................................................. 13)

2 I I I I Rp. .~.............................................
3 I I I Rp. ..............................................
4 I I I Rp. .............................................
5 ! I I Rp. ...'.........................................
6 I I Rp. .............................................
7 ! U Rp. .............................................
B ! I I Rp. ...............................................
9 I ! I Rp. ..•.........................................
10 I I I Rp. .............................................

C. Mala Anggaran Pengembalian 8elanja

(12) ..
2. Alamal

(11) ..B. 1. Nama/JabatanWajib SetorM'ajib
B;ry3(

7. KPIKDIDKfTPIDS

5. Satuan Ke~a

6. lokasi

I I I I (5) ..

[TI(6) .

I I I I I I I (7)
I I I I I I I (7a)
I I I , , (8) ..

I I I (9) .

m(10) ..

A. 1. Kernenlsrian/Lembaga

2. Uni!Organ~ E~1on I

3. Fungsi. Sub Fungsi. Program

4. Kegiatan.Sub Kegiatan

............... , : , ; ~ 4)KE REKENINGKAS HEGARA . NOMOR

I jl} .

: (2)
: (3)

Nomor
hnggal

lembar
Unluk

WAJIB SETOR/WAJIB
BAYARIBENOAHARA
PENERIIM SEBAGAI
BUKn SETORAN

SURAT SETORAN PENGEMBALIAN BELANJA
(SSPB)

DEPARTEMENKEUANGAN RI
DIREKTORATJENDERAl PERBENDAHARAAH

KPPN

Lamplran 10
Perdirjen Perbendaharaan
Nomor PER- 66 IPB/2005
Tanggal 28 Desember2005
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. . ",
( [. ,.

I Nomor I . :~':;I'~~;;/i:r::11f>i}'~:;~i~Y~Urilan(lSllirili~ii-~~~¥.~:~--::". ..
:~:

Catatan - Diisi dengan huruf Capital atau diketik
- Satu formulir SSPB berlaku untuk lebih dari satu Mara Anggaran

~
Pengembalian Belanja

Diisi deng:1nKode KPPN (3) tiga d~t dan uraian KPPN Penerima Setoran
2 Diisi dengan nomor SSPB dcngan metode penomoran KodeSatkerNomor

(XXXXXXXXXX)
3 Diisi dengan Tanggal SSPB dibuat.
4 Diisi Kode Rekening Kas Negara (KPPN bersangkutan ...... diisi_petugas Bank)
5 Diisi Kode diikuti dengan uraian Kementerian! Lembaga sesuai dengan yang

tercanrum pada pagu an_ggaran.
6 Diisi dengan Kode Unit Organisasi Eselon I dan Uraian.
7 I I I I I I I iJ

TT I II' Diisi dengan Kode Program (4) digit
• Diisi dengan Kode Sub Fungsi (2) digit IDiisi dengan Kode Fungsi (2) digit

7a. I I I I I I I I J Diisi (4) digit kode kegiatan dan (4) digit Sub
kegiatan

8 Diisi dengan Kode Satker_(~ enam digit dan uraian Satker.
9 I I I I I .L-r : Diisi Kode KabupatenIKota (2) digit

Diisi Kode Lokasi Propinsi (2) digit
10 Diisi dengan kode apakah Satkernya Kantor Pusat (KP), Kantor Daerah (KD).

Dekonsentrasi (OK). Tugas Perbanluan (TP) atau Desentralisasi (OS) sebanyak
(2) dua di&it

11 Diisi dengan Namaliabatan Wajib Setor/wajib bayar.
12 Diisi deJ!gan Alamat Jelas Wajib Setorlwajib bayar,

1--'13 Diisi dengan Kode Mata Anggaran Pengembalian Belanja (6) enam digit disertai
dengan Nilai Rupiah untuk masing-masing Mata Anggaran. Dr.n bisa
menggunakan Icbm dari satu Mata Anggaran Pengernbalian Belanja.

14 Diisi den_ganJumlah R\!piah Setoran Pengembalian,
15 Diisi dengan Jumlah Rupiah yang dibavarkan dengan bumf.
16 Diisi keperluan pembayaran
17 Diisi sesuai den~_'tempat dan tanggal dibuatnya SSPB. ..
18 Diisi sesuai nama Wajib Setor, NIP dan sternpel Satker.
19 Diisi dengan tanggal diterimanya setoran tersebut oleh Bank Persepsi atau Kantor

Pos dan Giro.
20 Diisi dengan Nama dan tanda tangan Penerima di Bank Persepsi atau Kantor Pos

dan Giro serta Cap .

PETUNJUK PENGISIAN SURAT SETORAN PENGEMBALIAN BELANJA (SSPB), !
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Pejabat Pembuatan Komitmen,

Demikian atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Sebagai bahan pendukung untuk pencairan dana, terlarnpir kami sertakan
Surat Tugas, Daftar Nominatif dan Ikhtisar Pagu.

Untuk itu mohon dapat dibantu pencairan biaya perjalanan dinas
dirnaksud yang dibebankan pada DIPA Kementerian Negara PAN Tahun 2007
pada Program
Kode Program
Kode Kegiatan
Kode Sub Kegiatan :
MAK

NO. NAMA NIP GOLONGAN I1. I
2.
3.

i

, beberapa
pada tanggal

Dalam rangka kegiatan
pejabat/pegawai akan melakukan perjalanan dinas ke

, yaitu atas nama:

Bendahara Pengeluaran Kementerian Negara PAN
Pejabat Pembuat Komitmen pada
Permohonan Pencairan dana Perjalanan Dinas

MEMORANDUM
Nomor: IPPK

KEMENTERIAN NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

Kepada
Dari
Perihal
Tanggal

•
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• Diisi apabi/a Satker sebagai pengguna anggaran dari PNBP

(20) ..
NIP: .

Cap

Dilerima Oleh:
BANK PERSEPSIIKANTOR P~S DAN GIRO

Tan9gal (21) , .

(19) tanggal , .

Tanda Tangan (22) .
Nama Terang ..

18)

Keperluan:

Io.---J....__,.___.I (17) .KPPN

BacalahDahuluPelunjuk pengisian formulir
SSBP pada halamanbelakang lembar ini

PERHATIAN

E. Sural Penagihan (SPN) atau Surat

Petrindahan Penagihan Piutang
Negara (SP3N)

Dengan Huruf

D. JurBah Setoran

C. MAPdanUraianPenerimaan

B.

No

(16) ..
Tang9a1: (15) ..

_- . -,-'······t····.·.·····..····.··· ·.·..· · .
. (14} :.~:·;~~:.;.~U,.••· .

,__..__.__.__,-----,,---,I (12) ..

Rp (13) .

(11) .

............................................................- .
(10) , .

Tanggal

1. Kementeri3rJl..embag a

2. Unit Org3llisasi Eselon I

3. Kegiatan

4. Satuan Kerja

5. lokasi

1. N~Jabatan Wajib
SetorM'ajib Bayar

2. AIamat

A.

....................................................................................... 4)~---------------------------------- ----------~! ] I ! (5)....... .. .. .

OJ (6) .

[ I I I I (7')
I I ! I I I 1(8) .

LI [TJ(9) ..

................. (2)

................. (3)

Nomor

Surat Setor an Buk an Pajak
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Catatan - Diisi dengan huruf Capital atau diketik
- Satu fonnulir SSBP hanya berlaku untuk satu Mata Anggaran

Penerimaan (MAP)
I Diisi dengan Kode KPPN (3) tiga digit dan uraian KPPN Penerima Setoran
2 Diisi dengan nomor SSBP dengan metode penomoran KodeSatkerNomor

("x'" x x x XXX)
3 Diisi dengan Tanggal SSBP dibuat.
4 Diisi Kode Rekening Kas Negara (KPPN bersangkutan ...... diisi J,etugas Bank)
5 Diisi Kode diikuti dengan uraian Kementerianl Lembaga sesuai dengan yang I

tercantum _Q_adapagu anggaran.
6 Diisi dengan Kode Unit Organisasi Eselon I dan Uraian.
7. I I I I I *Diisi (4) digit kode kegiatan apabila

penyetoran untuk satker pengguna PNBP
8 Diisi dengan Kode Satker(_6),enam digit dan uraian Satker.
9 I I I I I

L-:= ~. Diisi Kode Kabupaten/Kota (2) digit.. Diisi Kode Lokasi Propinsi (2) digit
10 Diisi dengan Namaljabatan Wajib Setorlwajib bayar,
11 Diisi dengan Alamat Jelas Wajib Setorlwajib bayar.
12 Diisi dengan Kode Mata Anggaran Penerimaan (6) enam digit disertai dengan

Uraian Penerimaan sesuai dengan Formal
13 Diisi dengan Jumlah Rupiah Setoran Penerimaan.
14 Diisi dengan JumJah Rupiah yang dibayarkan dengan buruf.
15 Diisi dengan tan~ SPN dan SP3N kalau ada Surat Penetapannya.
16 Diisi dengan Nomor SPN dan SP3N.
17 Diisi Kode (3) tiga digit dan Nama KPPNpenerbit SPN atau penerima SP3N
18 Diisi keperluan pembayaran
19 Diisi sesuai den_Eantem~t dan tanggal dibuatnya SSBP.
20 Diisi sesuai nama Wajib Setor,NIP dan stempel Satker. ~

21 Diisi dengan tanggal diterimanya setoran tersebut oleh Bank Persepsi atau Kantor
Pos dan Giro.

22 Diisi dengan Nama dan tanda tangan Penerima di Bank Persepsi atau Kantor Pos
dan Giro serta Cap.

PETUNJUK PENGISIAN SURAT SETORAN BUKAN PAJAK (SSBP)
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